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GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG /JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa untuk menjamin  kepastian pengadaan
barang/jasa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali perlu
menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun
2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan
melakukan perubahan;

berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 61
Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Balj;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah dibuah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 61 TAHUN 2012
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
JIWA PROVINSI BALI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali
Nomor 61 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali, diubah sebagai berikut:



Pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e diubah, dan ayat (4)
dihapus, sechingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang
nilai yang diatur sebagai berikut:

a.

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan
pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa
oleh  pejabat pengadaan  terhadap  penyedia
barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa
kwitansi pembayaran, nota pembelian serta materai
cukup.

Pengadaan  barang/jasa  dengan nilai diatas
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada
penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan
terhadap penyedia barang/jasa dengan
pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order
Kerja (OK), kwitansi pembayaran dengan materai
cukup, dan daftar barang/jasa.

Pengadaan  barang/jasa dengan nilai diatas
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada
penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan
terhadap penyedia barang/jasa dengan
pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja
(SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup,
dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.

. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
dilakukan dengan pengadaan langsung oleh panitia
pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan
pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja
(SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup,
dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai
dengan nilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
dilakukan sebagai berikut:
- Pelelangan sederhana untuk pengadaaan
barang/jasa lainnya,;
- Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan
konstruksi; dan
- Seleksi sederhgana untuk pengadaan konsultansi.

Oleh  Panitia  Pengadaan  terhadap  penyedia
barang/jasa tanpa membedakan golongan perusahaan
kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban
berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai
cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan
barang/jasa.



f. Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan
metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas
kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit
layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban
berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai
cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan
barang/jasa.

(2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa
dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat
spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa
penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa
untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan
tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan jasa
tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana
disebutkan pada ayat (1).

(3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh
Pemimpin BLUD dengan melibatkan unsur yang terkait
dengan Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Gubenur ini

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR BALLI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 32





